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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh pembatasan jumlah formasi pengadaan pegawai negeri sipil daerah

guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai antara

lain belum mengisi kekurangan pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai

pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Manggarai. Selain itu dengan adanya

pembatasan jumlah formasi dalam pengadaan pegawai negeri sipil juga

berpengaruh pada proses pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan oleh

kekurangan pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah yang muncul dari

pembatasan jumlah formasi pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten

Manggarai guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten

Manggarai adalah terbatasnya jumlah formasi dalam pengadaan pegawai

negeri sipil di Kabupaten Mangggarai yang pada dasarnya formasi tersebut

tidak sesuai dengan usulan formasi pemerintah daerah yang telah disesuaikan
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dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu dengan kendala yang muncul

dalam pembatasan jumlah formasi pengadaan pegawai negeri sipil di

Kabupaten Manggarai adalah tingkat partisipasi masyarakat khususnya yang

memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil daerah di

Kabupaten Manggarai berbanding terbalik dengan formasi dalam pengadaan

pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai. Hal ini mengakibatkan para

peserta tidak semuanya di terima dalam pengadaan pegawai negeri sipil

walaupun mempunyai kemampuan yang baik serta tingkat pendidikan yang

baik karena keterbatasan jumlah formasi ataupun tidak tersedianya formasi

dalam pengadaan pegawai negeri sipil.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dari pembatasan

jumlah formasi pengadaan pegawai negeri sipil daerah guna meningkatkan

kinerja pemerintahan daerah di Kabupaten Manggarai adalah proses pengdaan

pegawai negeri sipil dengan metode Computer Assisted Test (CAT) yang

memberikan kemudahan bagi panitia pengadaan pegawai negeri sipil di

Kabupaten Manggarai. Metode tersebut juga dapat mengurangi praktek-

praktek kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil

sehingga proses pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai

dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga upaya untuk mengatasi

kendala-kendala yang muncul dari pembatasan jumlah formasi pegawai negeri
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sipil di Kabupaten Manggarai adalah pengangkatan tenaga sukarela di bidang

kesehatan serta pengangkatan guru komite di bidang pendidikan.

B. Saran

1. Untuk mengatasi pengaruh pembatasan jumlah formasi dalam pengadaan

pegawai negeri sipil daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah di

Kabupaten Manggarai yaitu dengan melakukan suatu pemetaan yang baik

dalam mengajukan usulan formasi pengadaan pegawai negeri sipil.

Pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Manggarai

hendaknya mengajukan usulan formasi pengadaan pegawai negeri sipil yang

memang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah dalam khususnya

tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.

2. Memperbaiki manajemen kepegawaian di Kabupaten Manggarai sehingga

pegawai negeri sipil yang baru di terima dalam pengadaan pegawai negeri

sipil ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuan individu tersebut.

Menempatkan dan menugaskan pegawai ngeri sipil daerah Kabupaten

Manggarai pada tempat yang tepat guna meningkatkan kinerja pemerintahan

daerah Kabupaten Manggarai.

3. Pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai seyogyanya mengevaluasi

kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai. Evaluasi kinerja
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pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai di maksudkan agar

meningkatkan kinerja, profesionalitas, serta prestasi pegawai negeri sipil

sehingga seiring berjalannya waktu pelayanan kepada masyarakat dapat

berjalan dengan baik dan maksimal.Selain itu perlu diberikan pelatihan

kepada tenaga sukarela di bidang kesehatan dan guru komite di bidang

pendidikan agar mereka dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik.
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